
   

 

 

 

BUPATI JOMBANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI JOMBANG 

NOMOR  32  TAHUN 2021 

TENTANG 

PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN 

BANGUNAN UNTUK PESERTA PROGRAM SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH 
MANDIRI LINTAS SEKTOR USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH  

TAHUN 2021 DI KABUPATEN JOMBANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

BUPATI JOMBANG, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan Pajak Daerah 
terhadap masyarakat serta mendukung pelaksanaan 

Program Sertipikasi Hak atas Tanah Mandiri Lintas Sektor 
Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang biayanya berasal dari 
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional, perlu adanya pembebasan atas biaya Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi penerima 

program tersebut; 
  b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf k Undang-Undang 

Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah disebutkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan sebagai salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu mengatur Pemberian 

Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
untuk Peserta Program Sertipikasi Hak atas Tanah Mandiri 

Lintas Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2021 
di Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati;  

Mengingat :     1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok 

Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2043);  

3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438);  

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5950);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;  
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 

2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 
15/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 12/A); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 
Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021 

(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 
3/D);  

12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pajak 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 
Nomor 1/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Jombang Tahun 2020 Nomor 1/B); 
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 50 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi 
serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 
Nomor 50/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Bupati Jombang Nomor 78 Tahun 2020 (Berita Daerah 

Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 78/D);   

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PEMBERIAN 
PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN 

BANGUNAN UNTUK PESERTA PROGRAM SERTIPIKASI HAK 
ATAS TANAH MANDIRI LINTAS SEKTOR USAHA MIKRO 
KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2021 DI KABUPATEN 

JOMBANG.  
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Jombang. 

3. Bupati adalah Bupati Jombang. 

4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi 
pembayar Pajak, pemotong Pajak dan pemungut Pajak yang 

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

Daerah.   

5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah 
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang 

pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang 

selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan 

hak atas tanah dan/atau bangunan.   

7. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah 
perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan 

diperolehnya  hak atas tanah dan/atau bangunan oleh 

orang pribadi atau Badan.  

8. Hak atas tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas 

tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di 
atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

dibidang pertanahan dan bangunan.  

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Maksud pemberian pembebasan BPHTB adalah sebagai 

bentuk pelayanan Pajak Daerah dan kontribusi 
Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Program 

Sertipikasi Hak atas Tanah Mandiri Lintas Sektor Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2021 di Kabupaten 

Jombang. 

(2) Tujuan pemberian pembebasan BPHTB adalah memberi 
keringanan biaya yang ditanggung oleh peserta Program 

Sertipikasi Hak atas Tanah Mandiri Lintas Sektor Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2021 di Kabupaten 

Jombang. 

BAB III 

PEMBERIAN PEMBEBASAN BPHTB 

Pasal 3 

Pemberian pembebasan BPHTB hanya berlaku bagi peserta 

Program Sertipikasi Hak atas Tanah Mandiri Lintas Sektor 
Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2021 di Kabupaten 

Jombang untuk pendaftaran tanah pertama kali (sporadik).    
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BAB IV 

PERSYARATAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BPHTB  

Pasal 4 

Pemberian pembebasan BPHTB sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 3 diberikan dengan memperhatikan persyaratan sebagai 

berikut: 

a. pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang terdaftar di 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang; 

b. terdaftar sebagai peserta Program Sertipikasi Hak atas 
Tanah Mandiri Lintas Sektor Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah Tahun 2021 pada Kantor Pertanahan Kabupaten 
Jombang serta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten 

Jombang; 

c. terdaftar sebagai Wajib Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan di wilayah Kabupaten Jombang 

serta telah lunas pajak terutang hingga tahun berjalan; 

d. melampirkan berkas administrasi, yaitu: 

1) foto copy e-KTP dan Kartu Keluarga peserta; 

2) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak 

Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan; 

3) fotocopy bukti lunas pembayaran Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

4) foto copy Letter c atau Surat Keterangan kepemilikan 

tanah dari Desa dan ditandatangani oleh Kepala Desa; 

5) Surat Keterangan dari Kepala Dinas Koperasi dan Usaha 
Mikro Kabupaten Jombang yang menerangkan bahwa 
Wajib Pajak tersebut adalah benar-benar sebagai peserta 

Program Sertipikasi Hak atas Tanah Mandiri Lintas 

Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2021. 

 

BAB V 

TATA CARA PENGAJUAN PEMBEBASAN BPHTB 

Pasal 5 

(1) Pengajuan pembebasan BPHTB kepada Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jombang dilakukan secara kolektif yang 
difasilitasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang 

bersama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

Kabupaten Jombang. 

(2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 
melampirkan daftar peserta program yang telah diverifikasi 

oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang. 

 
BAB VI 

PELAKSANAAN 

Pasal 6 

Pelaksanaan pemberian pembebasan BPHTB bagi peserta 
Program Sertipikasi Hak atas Tanah Mandiri Lintas Sektor 
Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2021, dilaksanakan 

oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang 
berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang 

serta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang. 
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BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang. 

 

     Ditetapkan di Jombang 
     Pada tanggal 18 Agustus 2021 

     BUPATI JOMBANG, 
 

 

                 ttd 
 

                                                                           MUNDJIDAH WAHAB 
Diundangkan di Jombang 

pada tanggal 18 Agustus 2021     
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG, 

 
           ttd 

 
 

    AKH. JAZULI 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2021 NOMOR  32/E       
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